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Pengantar =55
Penerbit & ’

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press memiliki tanggung jawab untuk
terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya
tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk tu-
rut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan
UUD 1945.

Melalui buku Pecalang: Kearifan Lokal Hukum Adat Bali, para
pembaca diajak untuk dapat memahami nilai-nilai budaya kearifan
lokal yang dirawat oleh masyarakat hukum adat Bali. Nilai-nilai yang
dirawat tersebut terus tertanam kuat dalam masyarakat hukum adat
Bali, terutama di dalam masyarakat hukum di desa adat (Pakraman)
dan desa dinas Bali. Desa adat atau Desa Pakraman merupakan
kesatuan masyarakat hukum di Bali yang memiliki kesatuan tradisi
dan tata krama pergaulan hidup umat Hindu secara turun-temurun
yang memiliki wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, serta berhak
mengurus rumah tangganya sendiri.
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Nilai-nilai filosofis yang hidup di desa adat (Pakraman), meliputi
Tri Hata Karana dan Tri Kaya Parisudha. Tri Hata Karana terbagi atas
parahyangan (hubungan baik dengan Tuhan), pawongan (hubungan
baik dengan sesama manusia), dan palemahan (hubungan baik de-
ngan alam). Sementara itu, Tri Kaya Parisudha merupakan tiga dasar
perilaku manusia yang suci, yaitu berpikiran bersih, berkata benar,
dan berbuat benar. Agar nilai-nilai filosofis dapat terus dijalankan
oleh masyarakat dengan baik, dibentuklah sekelompok pecalang yang
bertugas mengamankan wilayah Desa Pakraman Bali dalam pelaksa-
naan tugas adat dan agama. Buku ini diharapkan dapat memberikan
manfaat untuk menyejahterakan msyarakat hukum adat Bali yang
tinggal di dalam Desa Pakraman.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPI Press
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Kata Pengantar A } | 2

Alhamdulillah, segala puji syukur patut kita haturkan kepada Allah
Swt. atas berbagai rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Berbagai ke-
nikmatan berupa kesehatan, kesempatan, kecerdasan, dan intelektual
hendaknya senantiasa kita syukuri dengan melakukan amal perbuatan
yang terbaik selaku hamba-Nya sehingga dapat memberikan keman-
faatan yang nyata bagi manusia lainnya.

Selaku Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
(UNS) Surakarta, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi
yang tinggi atas kehadiran buku Pecalang: Kearifan Lokal Hukum
Adat Bali. Benar bahwa penulis merupakan dosen bagian Hukum dan
Masyarakat FH UNS yang aktif dalam menjalankan tugas Tri Dharma
Pendidikan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat. Oleh karena itu, karya buku ini sebagai wujud
konkret dan bukti pertanggungjawaban ilmiah dari seorang akademisi.

Substansi yang ditulis dalam buku ini relevan dengan ideologi
negara Indonesia, yakni Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya
bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dari bumi

XV



Ibu Pertiwi. Salah satu kearifan lokal yang masih kuat dijadikan
“patokan” perilaku masyarakat dapat mudah ditemukan dalam per-
gaulan masyarakat di Provinsi Bali. Dengan demikian, buku ini telah
memotret nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali yang seyogianya
dapat menginspirasi dan bahkan dapat ditransfer dalam nilai-nilai
kehidupan bernegara. Konkretnya, nilai-nilai kearifan lokal sudah
saatnya ditransformasi dalam peraturan perundang-undangan karena
Indonesia sebagai negara hukum, aktivitas kenegaraannya harus ber-
landaskan hukum. Paralel dengan hal tersebut, hukum itu bersumber
dari nilai masyarakat.

Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi referensi dalam
memperluas cakrawala ilmu hukum. Buku ini dapat dijadikan sebagai
studi awal nilai-nilai kearifan lokal sehingga dapat dikembangkan dan
dilanjutkan dengan isu-isu penelitian lainnya.

Surakarta, 15 Februari 2021
Dekan Fakultas Hukum UNS

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
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Prakata i amod

Tiada sepatah dua patah kata yang layak diucapkan pada detik ini
kecuali hanya mengucap syukur Alhamdulillah, segala puji syukur
hanya milik Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha
Segalanya. Atas berbagai limpahan nikmat-Nya, penulis diberi
kekuatan dapat menyelesaiakn tugas menulis buku teks dengan judul
Pecalang: Kearifan Lokal Hukum Adat Bali tepat waktu.

Material buku teks ini diambil dari sejarah panjang berbagai
aktivitas mengajar dengan para mahasiswa di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Selain itu, buku ini juga
bersumber dari beberapa kali kegiatan penelitian penulis yang telah
memenangkan beberapa hibah (kompetisi) penelitian yang dike-
lola Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM
UNS) maupun dari Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud). Ide penulisan buku ini dari pengamatan penulis
terhadap fenomena masyarakat hukum adat (MHA) yang selama ini
masih dalam posisi marginal, baik dari segi politik, hukum, ekonomi,
maupun budaya.
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Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara
kepulauan yang kaya akan budaya dan terdiri atas berbagai kebudayaan
masyarakat. Salah satu masyarakat yang merawat budaya kearifan lokal
dalam kehidupan sosialnya adalah masyarakat hukum adat (MHA)
Bali. Nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat hukum adat
di desa adat (Pakraman) Bali, yakni Tri Hita Karana dan Tri Kaya
Parisudha. Tri Hita Karana meliputi parahyangan berbentuk hubung-
an baik dengan Tuhan, pawongan berupa hubungan baik dengan
sesama manusia, dan palemahan yakni hubungan baik dengan alam.
Tri Kaya Parisudha merupakan tiga dasar prilaku manusia yang suci,
yaitu berpikir yang bersih (manacika), berkata yang benar (wacika),
dan berbuat yang benar (kayika). Nilai-nilai kearifan lokal tersebut
mengakar kuat dalam masyarakat Bali.

Buku ini dapat tersusun karena dukungan dari berbagai pihak
yang telah membantu, baik secara materiel maupun imateriel, yang
tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Penulis hanya mampu
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis
terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca yang
budiman. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Surakarta, 15 Februari 2021

Penulis
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BAB1 Aee

Pendahuluan

A. Urgensi Memafhumi Kearifan Lokal Masyarakat Hukum
Adat

Diskursus mengenai eksistensi masyarakat hukum adat (MHA) yang
dalam terminologi asing dikenal dengan istilah indigenous people su-
dah lama ada sebelum kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Secara eksplisit, negara Indonesia telah mendeklarasikan
urgensi melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal tersebut termaktub
dalam alinea IV Pembukaan UUD Tahun 1945 yang dinyatakan secara
filosofis dan konstitusional, .. untuk membentuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia ... Konsekuensinya, siapa pun
bangsa Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat, mendapat per-
lakuan yang sama sebagai warga negara. Namun faktanya, tak dapat
dimungkiri bahwa keberadaan masyarakat hukum adat selama ini
dalam kondisi yang marginal, baik dari perspektif politik, hukum,
budaya, maupun ekonomi. Sering kali dijumpai konflik tanah ulayat
masyarakat hukum adat berlawanan dengan kepentingan investasi



perusahaan, pertikaian antara hukum negara yang tertulis dan hukum
adat sebagai identitas masyarakat hukum adat yang bersifat tak tertulis.

Berdasarkan deskripsi tersebut, sungguh nyatalah bahwa perlu
ada pemihakan berupa penguatan eksistensi masyarakat hukum adat
dalam menjalankan hak-haknya yang secara konstitusional maupun
filosofis melekat pada komunitas tersebut. Ada secercah harapan
penguatan kedudukan masyarakat hukum adat dari negara melalui
Undang-Undang Desa. Oleh karena itu, menjadi urgen untuk mema-
hami hakikat masyarakat hukum adat yang ada dalam bingkai NKRI.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya memiliki
keanekaragaman atas berbagai kebudayaan masyarakat.

Salah satu masyarakat yang merawat budaya kearifan lokal dalam
kehidupan sosialnya adalah masyarakat hukum adat (MHA) Bali.
Nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat hukum adat di desa
adat (pakraman) Bali, yakni Tri Hita Karana dan Tri Kaya Parisudha.
Tri Hita Karana meliputi parahyangan berbentuk hubungan baik
dengan Tuhan, pawongan berupa hubungan baik dengan sesama
manusia, dan palemahan yakni hubungan baik dengan alam. Tri
Kaya Parisudha merupakan tiga dasar perilaku manusia yang suci,
yaitu berpikir yang bersih (manacika), berkata yang benar (wacika),
dan berbuat yang benar (kayika). Nilai-nilai kearifan lokal tersebut
mengakar kuat dalam masyarakat Bali.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata
bagi upaya kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hu-
kum adat Bali yang bernaung dalam desa pakraman. Keharmonisan
hubungan antara dua desa, yakni desa adat (pakraman) dan desa dinas
Bali sebagai role model desa di Indonesia dapat dijadikan panutan.
Segmentasi buku ini dapat dimanfaatkan, baik oleh mahasiswa strata
satu (S-1) maupun mahasiswa pascasarjana fakultas hukum yang

2 Pecalang: Kearifan Lokal ...



mendalami peminatan hukum adat pada khususnya serta ilmu hukum
pada umumnya. Selain itu, buku teks ini juga menjadi bacaan yang
tepat dan bermanfaat bagi masyarakat umum yang menaruh interest
terhadap isu-isu keadilan kaum marginal. Bagi pemerintah khususnya
sebagai policy maker juga mendapat manfaat nyata dari hasil penelitian
dalam buku ini.

Garis besar isi buku ini akan mengantarkan pembaca dalam
memathumi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat di Desa
Pakraman Bali. Nilai-nilai filosofis itu sebagai hakikat dan identitas
masyarakat hukum adat di desa pakraman. Buku ini memotret nilai
kearifan lokal masyarakat hukum adat Bali. Nilai-nilai kearifan lokal
dari masyarakat hukum adat tersebut masih mengakar kuat dan
masih menjadi pedoman hidup di tengah-tengah masyarakat. Buku
ini membahas serba-serbi masyarakat hukum adat Bali yang dirinci
dalam beberapa bab. Di antaranya 1) pseudo recognition (pengakuan
semu) masyarakat hukum adat serta pengaruh UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa terhadap Desa Adat (Pakraman) Bali; 2) keterkaitan
nilai, asas, dan norma termasuk pluralisme hukum di masyarakat
hukum adat Bali; 3) konstitusionalitas masyarakat hukum sebelum dan
sesudah Amandemen UUD Tahun 1945; 4) nilai-nilai kearifan lokal
Tri Hita Karana dan Tri Kaya Parisudha di desa adat/pakraman Bali;
5) Desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat Bali; 6)
implikasi Undang-Undang Desa terhadap desa adat di Bali; 7) anatomi
pengaturan khusus desa adat dalam Undang-Undang Desa; 8) argu-
mentasi pengaturan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang
Desa; 9) keunikan model pemerintahan dualitas desa di Bali; dan 10)
Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, dan 11) penguatan
pecalang sebagai polisi adat (zelfpolitie) di Bali.
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B. Pseudo Recognition (Pengakuan Semu) Masyarakat
Hukum Adat

Keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui oleh The Found-
ing Fathers ketika menyusun Konstitusi Negara Republik Indonesia.
Hubungan yang erat antara negara dan masyarakat hukum adat
tersebut secara filosofis memberikan makna bahwa negara Indonesia
sebagai organisasi kekuasaan tertinggi wajib mengakui, dalam arti
melindungi, menjaga, memenuhi, dan menghormati masyarakat
hukum adat.

Dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila se-
bagai dasar negara Indonesia dan falsafah bangsa Indonesia. Secara
filosofis, jika negara Indonesia mengakui dan menghormati ke-
beradaan masyarakat hukum adat, berarti negara menunaikan amanah
filosofis nilai-nilai kemanusiaan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan
(Sulastriyono, 2014, 101). Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai
religius (sila pertama), nilai kemanusiaan (sila kedua), nilai persatuan
(sila ketiga), nilai kerakyatan (sila keempat), dan nilai keadilan (sila
kelima) (Kaelan, 1996, 63).

Nilai-nilai Pancasila telah mengakar kuat dalam adat istiadat,
kebudayaan, dan agama-agama di Indonesia sejak ratusan tahun
silam. Pancasila sebagai way of life, jauh sebelum bangsa Indonesia
ada. Fakta kemajemukan komunal merupakan landasan sosiologis bagi
politik pluralisme hukum, yakni kebijakan negara untuk mengakui dan
mengakomodasi kemajemukan nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat. Keanekaragaman dimaknai bukan sebagai perbedaan-
perbedaan yang dipertentangkan, tetapi untuk digali dan diselami
potensi, daya, atau kekuatannya agar diperoleh rahmat sehingga tetap
bersatu di dalam wadah keindonesiaan (Sudjito, 2016, 228). Politik
pluralisme hukum berlaku sebagai landasan politik hukum pengakuan
kesatuan masyarakat hukum adat.
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Politik hukum penataan kesatuan masyarakat hukum adat
(KMHA) dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan
yang secara hierarki, mulai dari UUD Tahun 1945 hingga Peraturan
Daerah. Mahfud MD (2010, 22-23) menyatakan Pembukaan dan
pasal-pasal UUD Tahun 1945 merupakan sumber dari keseluruhan
politik hukum nasional Indonesia. Dalam alinea IV Pembukaan UUD
Tahun 1945 dinyatakan secara filosofis dan konstitusional, “.. untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...

Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 mengamanatkan pengakuan
dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yaitu
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat membawa konsekuensi
1) pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai
subjek hukum; 2) pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan
adat; 3) pengakuan terhadap hukum adat; dan 4) pengakuan terhadap
hak-hak atas harta benda adat, termasuk hak ulayat (Fariqun, 2007, 71).

Dalam realitasnya, eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat
belum mendapat penghormatan dan perlindungan yang adil dari
negara sehingga pengakuan tersebut bersifat semu (pseudo recognition)
(Nurjaya, 2011, 385). Konsekuensinya, masyarakat hukum adat tetap
dalam posisi yang terpinggirkan secara politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. Sifat dari pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sejauh
ini berupa pengakuan bersyarat (conditional recognition). Kelemahan
perumusan norma pengakuan negara terhadap masyarakat hukum
adat memiliki konsekuensi, yaitu hukum hanya bersifat sukarela
(voluntary) tanpa adanya paksaan yang ditandai dengan adanya sanksi.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya potensial terjadi penyimpangan.
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Berdasarkan fakta empiris, dengan merujuk hasil penelitian
Septiawan (2012, 16), pengakuan dan perlindungan masyarakat
hukum adat di Indonesia masih sangat lemah dan jauh dari harapan.
Masyarakat hukum adat masih diposisikan sebagai objek pembangun-
an bukan subjek pembangunan yang harus dihormati hak-haknya.
Artinya, dalam kajian politik hukum, negara masih menempatkan
kedudukan masyarakat hukum adat sebagai objek hukum bukan
sebagai subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban.

Harapan penguatan status hukum bagi keberadaan masyarakat
hukum adat muncul pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU No. 6 Tahun 2014). Sejak
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, baru kali ini terdapat
undang-undang yang secara khusus mengatur tentang desa dan
desa adat. Pengaturan tentang desa selama ini senantiasa menjadi
bagian dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam sejarah
pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa,
mulai dari UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18
Tahun 1965, UU No. 19 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No.
22 Tahun 1999, hingga UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan perundang-
undangan merupakan penjabaran politik hukum suatu negara. Dalam
UU No. 6 Tahun 2014 telah diatur secara khusus tentang desa adat
yang merupakan implementasi politik hukum penataan kesatuan
masyarakat hukum adat di Indonesia kontemporer.

UU No. 6 Tahun 2014 disusun dengan semangat penerapan amanat
konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan
ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945. Dalam penjelasan
umum atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kesatuan masyarakat
hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa
ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat dengan meng-
gunakan konstruksi gabungan fungsi self governing community dan
local self government.
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Menurut Eko (2006), ada tiga posisi politik desa. Pertama, desa
sebagai organisasi komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan
sendiri atau disebut juga self governing community. Self governing
community berarti komunitas lokal membentuk dan menyeleng-
garakan pemerintahan sendiri berdasarkan pranata lokal, bersifat
swadaya dan otonom, tidak dibentuk oleh kekuatan eksternal, dan
tidak terikat secara struktural dengan organisasi eksternal, seperti
negara. Kedua, desa sebagai bentuk pemerintah lokal yang otonom
atau disebut local self government. Local self government merupakan
bentuk pemerintahan lokal secara otonom sebagai konsekuensi dari
desentralisasi politik, yakni negara mengakui pemerintah daerah yang
sudah ada atau membentuk daerah baru yang disertai pembagian
atau penyerahan kewenangan kepada pemerintah lokal. Ketiga, desa
sebagai bentuk pemerintahan negara di tingkat lokal yang disebut local
state government. Ini merupakan bentuk lain dari pemerintahan yang
sentralistik, tanpa desentralisasi hanya dekonsentrasi dengan contoh
kecamatan dan kelurahan. Keduanya bukan unit pemerintahan lokal
yang otonom atau menerima desentralisasi dari negara, melainkan
sebagai kepanjangan tangan negara di tingkat lokal. Baik daerah
maupun desa pada masa Orde Baru juga dibuat sebagai kepanjangan
tangan negara (local state government). Model local state government
ini menimbulkan banyak kerugian, yaitu ketimpangan ekonomi politik
pusat dan lokal, ketergantungan dan ketidakmampuan lokal, dan
hilangnya kedaulatan rakyat.

Pada dasarnya, desa dan desa adat melakukan tugas yang hampir
sama. Perbedaannya hanya dalam pelaksanaan hak asal-usul yang
menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan
wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman
dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan peme-
rintahan berdasarkan susunan asli. Kesatuan masyarakat hukum adat
terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial,

Pendahuluan 7



dan gabungan genealogis teritorial. Adapun yang diatur dalam UU No.
6 Tahun 2014, yakni kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan
gabungan antara genealogis dan teritorial. Implementasi dari kesatuan
masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatra Utara,
gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatra bagian
selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman di Bali, lembang
di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku.

C. Pengaruh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap
Desa Adat (Pakraman) Bali

Salah satu contoh kemajemukan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat yang berada dalam lingkungan hukum adat dan kukuban-nya,
dapat diamati pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang
ada di daerah Bali (Atmaja, 2012, 197). Desa pakraman sebagai ke-
satuan masyarakat hukum adat di Bali yang dalam kerangka pandang-
an van Vollenhoven merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas)
kukuban hukum atau lingkaran hukum “rechtskring” (Soepomo, 2003,
49).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Desa Pakraman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman,
mendefinisikan pengertian desa pakraman sebagai berikut: “Desa
Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali
yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan
hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan
kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu
dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya
sendiri”.
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Menurut Sudantra (2007, 53), desa pakraman di Bali merupakan
masyarakat hukum adat dengan ciri khusus berkaitan dengan landasan
filosofis Hindu yang menjiwai kehidupan masyarakat hukum adat di
Bali yang dikenal dengan nilai-nilai filosofis Tri Hita Karana. Secara li-
terlijk, Tri Hita Kirana berarti tiga (tri) penyebab (karana) kebahagiaan
(hita), yaitu Ida Sanghyang Jagatkarana (Tuhan Sang Pencipta), bhuana
(alam semesta), dan manusa (manusia). Tri Hita Karana merupakan
faktor signifikan bagi terwujudnya hubungan yang harmonis antara
manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan
Tuhannya (Sudjito, 2014, 12).

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diundangkan
pada tanggal 15 Januari 2014 dengan yurisdiksi di seluruh Indonesia,
berimplikasi terhadap eksistensi desa adat (pakraman) sebagai wadah
bagi masyarakat hukum adat di Bali dalam menjalankan nilai-nilai ke-
hidupannya. Semangat yang dihadirkan UU No. 6 Tahun 2014 dalam
rangka mengimplementasikan amanah konstitusi, khususnya Pasal
18B ayat (2) UUD Tahun 1945, menimbulkan permasalahan tersendiri
di Provinsi Bali. Sumber masalah utama, yakni ketidakkonsistenan
dan ketidakjelasan Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014 yang memerintahkan
untuk memilih salah satu jenis desa, baik itu desa atau desa adat.
Realitasnya, secara sosiologis di Bali terdapat sistem pemerintahan
desa yang bersifat ganda dan terbukti mampu melindungi desa adat
(pakraman) dan desa dinas secara berimbang (harmonis) sejak
berabad-abad hingga sekarang (Parimartha, 2013, 21). Keberadaan
keberagaman desa dinas dengan desa adat di Bali telah ada sebelum
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri, bahkan tetap
eksis sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Era Reformasi.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan, “Desa terdiri
atas Desa dan Desa Adat”. Ayat (2) mengatur bahwa, “Penyebutan Desa
atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan de-
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ngan penyebutan yang berlaku di daerah setempat”. Dalam penjelasan
pasal 6 dinyatakan bahwa, “Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya
tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara
Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu)
wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat. Untuk yang sudah
terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu)
wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini”.

Pengaturan penataan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi
desa adat terdapat dalam Bab XIII Ketentuan Khusus Desa Adat,
mulai Pasal 96 hingga Pasal 111 UU No. 6 Tahun 2014, dan pasal 116
dalam Bab XV Ketentuan Peralihan yang terdiri dari tiga ayat. Berikut
beberapa pasal penting terkait.

1. Pasal 96: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Peme-
rintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan
masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”

2. Pasal 98: “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ka-
bupaten/Kota”;

3. Pasal 111 ayat (2): “Ketentuan tentang Desa berlaku juga un-
tuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus
tentang Desa Adat”; dan

4. Pasal 116 dalam Bab XV Ketentuan Peralihan yang terdiri dari
tiga ayat sebagai berikut:

a. Ayat (1): “Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang
ini berlaku tetap diakui sebagai Desa”;

b. Ayat (2): “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat
di wilayahnya”;

c. Ayat (3): “Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan”.

Pecalang: Kearifan Lokal ...



Berdasarkan pengaturan dalam pasal-pasal tersebut, terdapat
tiga poin penting terkait pengaturan penataan kesatuan masyarakat
hukum adat menjadi desa adat sebagaimana diperintahkan UU No. 6
Tahun 2014. Pertama, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan
penataan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat yang
ditetapkan dengan bentuk hukum berupa peraturan daerah. Artinya,
proses penataan sangat bergantung dari political will pemerintah
daerah maupun DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyusunan
peraturan daerah tersebut.

Kedua, pengaturan terkait durasi waktu penetapan desa adat
paling lama satu tahun sejak UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di-
undangkan. Artinya, waktu yang diberikan sangat singkat bagi sebuah
proses perubahan status kesatuan masyarakat hukum adat menjadi
desa adat dengan berbagai persyaratan yang ada, seperti peta batas
wilayah yang pada umumnya tidak dimiliki oleh masyarakat hukum
adat yang berlaku hukum adat (customary law) tidak tertulis. Ketiga,
potensi konflik kepentingan (conflict of interest) karena desa yang
semula menjadi tempat bernaungnya kesatuan masyarakat hukum
adat akan kehilangan sebagian kekuasaannya, bahkan tersaingi, jika
masyarakat hukum adatnya berubah status menjadi desa adat yang
berstatus sederajat.

Politik hukum penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang
ditetapkan menjadi desa adat sebagaimana diperintahkan UU No. 6 Ta-
hun 2014 telah mengganti politik hukum yang semula tidak mengakui
dan mengabaikan (ignorance) eksistensi kesatuan masyarakat hukum
adat menjadi mengakui (recognized) sebagai desa adat. Penelitian yang
komprehensif untuk mengualifikasi penataan kesatuan masyarakat hu-
kum adat menjadi desa adat benar-benar sebagai kebijakan pengakuan
yang utuh dan sejati (genuine recognition) atau hanya semu (pseudo
recognition) menjadi urgen dilakukan. Dalam ranah implementasi,
legal policy tersebut mudah atau sulit diterapkan sehingga sifat penga-
kuannya hanya semu (pseudo recognition) sebagaimana policy yang
selama ini dialami masyarakat hukum adat.
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Keterkaitan Nilai, Asas, *
dan Norma

A. Relevansi Nilai, Asas, dan Norma

Ada relevansi yang dapat dirumuskan antara nilai, asas, dan norma.
Esensi hukum adalah himpunan nilai-nilai, asas-asas, dan norma-
norma perilaku yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia
dalam kehidupan masyarakat (Luthan, 2012, 509). Hukum dapat
ditegakkan dengan sanksi yang dapat dipaksakan kepada para pelang-
garnya guna membangun ketertiban dan ketenteraman (keadilan)
dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Kaelan (1996, 53), nilai atau value termasuk pengertian
filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah
satu cabang filsafat, yaitu Filsafat Nilai (axiology, theory of value).
Filasafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah
nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjuk kata benda
abstrak yang artinya keberhargaan (worth) atau kebaikan (goodness)
dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam
menilai atau melakukan penilaian. Menurut Sudjito (2016, 63) menilai
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berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan
sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil
keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat
menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar,
baik atau tidak baik, religius atau tidak religius. Hal ini dihubungkan
dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, yakni jasmani, cipta, rasa,
karsa, dan kepercayaan. Sesuatu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu
berguna, benar (nilai kebenaran), indah (nilai aesthetics), baik (nilai
moral/ethics), dan religius (nilai agama).

Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa
yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia,
tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Misalnya, kalangan
materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai materiel,
sedangkan kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi
adalah nilai kenikmatan. Pada hakikatnya, nilai itu adalah sifat atau
kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai,
artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Misalnya,
bunga itu indah; perbuatan itu susila. Indah dan susila adalah sifat atau
kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian,
nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik
kenyataan-kenyataan lainnya (Kaelan, 1996, 53).

Notonagoro sebagaimana dikutip Sudjito (2016, 63) menggolong-
kan nilai-nilai ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Nilai materiel, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur
manusia.

2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia
untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani
manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat ma-
cam sebagai berikut:
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a. Nilai kebenaran/kenyataan yang bersumber pada akal ma-
nusia (ratio, budi, cipta).

b. Nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa manusia
(gevoel, perasaan, aesthetics).

c. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur
kehendak/kemauan manusia (will, karsa, ethics).

d. Nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan, kerohanian
yang tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber
kepada kepercayaan/keyakinan manusia.

Menurut Notonagoro, sebagaimana dikutip Kaelan (1996, 56),
nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai
kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. De-
ngan demikian, nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian
juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik
nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau nilai
estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang
sistematik hierarkis yang dimulai dari sila “Ketuhanan Yang Maha
Esa” sebagai “dasar” sampai dengan sila “Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia” sebagai “tujuan’.

Dalam pembentukan perundang-undangan harus mengacu pada
asas-asas hukum umum, yakni 1) Pancasila; 2) negara berdasarkan atas
hukum; dan 3) pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Pancasila
menjadi landasan filsafati tertinggi dalam pembentukan perundang-
undangan. Alasannya, Pancasila menjadi cita hukum (rechtsidee) yang
menguasai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai cita
hukum, nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila men-
jadi acuan konstruksi berpikir bagi pembentuk peraturan perundang-
undangan di tingkat pusat dan daerah.

Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah
hukum dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan
aturan yang bersifat konkret sebagaimana halnya norma atau kaidah
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hukum yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum
harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang
konkret dalam pembuatan undang-undang.

Dalam pandangan Mertokusumo (2010, 5), asas merupakan
pikiran dasar (abstrak) yang terdapat di dalam peraturan hukum
konkret. Asas hukum mempunyai dua landasan, yakni berakar pada
kenyataan masyarakat (faktor riil) dan nilai-nilai yang dipilih sebagai
pedoman kehidupan bersama (faktor ideal). Asas hukum merupakan
pikiran dasar yang bersifat abstrak, sedangkan hukum dalam arti
sempit merupakan nilai yang bersifat lebih konkrit daripada asas
hukum. Pada prinsipnya, asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk
peraturan yang konkret atau pasal-pasal. Misalnya, adagium “setiap
orang dianggap tahu akan undang-undang”

Penulis sependapat dengan Mertokusumo (2010) yang me-
nyatakan bahwa pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum
adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum
dan dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengan-
dung nilai-nilai etis berkeadilan. Berdasarkan pandangan para ahli
tersebut, untuk membentuk undang-undang suatu aturan harus jelas
dalam norma atau norma hukum berdasarkan atas kepastian hukum
yang berpedoman pada asas legalitas, kepatutan, dan keadilan, serta
ditekankan agar setiap aturan hukum tidak bermasalah, baik dalam
konteks norma kabur atau konflik norma.

Berbeda dengan nilai dan asas hukum, norma hukum lebih
bersifat konkret karena telah melewati beberapa fase dan proses
pembentukan sehingga terciptalah konsep yang lebih nyata dan riil
yang dinamakan norma hukum. Norma hukum merupakan hasil
konkretisasi dari nilai dan asas hukum, maka dalam norma hukum
yang baik tentulah harus terkandung nilai dan asas hukum. Hal ini
menjadi penting dalam mengharmonisasikan suatu norma hukum
dengan norma hukum yang lain.
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Jika ditinjau dari segi etimologi, kata norma berasal dari bahasa
Latin, sedangkan kata kaidah berasal dari bahasa Arab. Norma ber-
asal dari kata nomos yang berarti nilai dan kemudian dipersempit
maknanya menjadi norma hukum. Sementara itu, kaidah dalam bahasa
Arab berasal dari kata qo’idah yang berarti ukuran atau nilai pengukur
(Asshiddigie, 2011, 1). Beberapa ahli hukum menggunakan kedua kata
tersebut secara bersamaan karena kata norma dan kaidah dianggap
sinonim. Menurut Mertokusumo (2010, 11), kaidah diartikan sebagai
peraturan hidup yang menetukan bagaimana manusia itu seyogianya
berperilaku serta bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya
dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti sempit, kaidah
hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret. Menurut
Purbacaraka & Soekanto (1982, 14), norma atau kaidah adalah ukuran
ataupun pedoman untuk perilaku atau bertindak dalam hidupnya.
Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam
hubungannya dengan sesamanya ataupun lingkungannya (Soeprapto,
1998, 14).

Dalam pandangan Asshiddigie (2011, 1), norma atau kaidah
merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk
tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran
maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif,
mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk
tidak mengerjakan sesuatu dan norma perintah untuk melakukan
atau perintah tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, dapat
dinyatakan bahwa nilai merupakan suatu konsep yang abstrak dan
asas sebagai pengenjewantahan dari nilai, sedangkan norma-norma
hukum merupakan hasil konkretisasi dari nilai dan asas hukum.
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B. Pluralisme Hukum di Masyarakat Hukum Adat Bali

Politik hukum pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat
secara teoretis penting untuk dikaji sehubungan dengan adanya teori
sentralisme hukum dan pluralisme hukum dalam negara modern.
Ideologi sentralisme hukum inilah sebagai ibu kandung positivisme
hukum yang sering disebut hukum modern. Dalam paham yang
paling ekstrem adalah hukum harus dibebaskan (dimurnikan) dari
nilai-nilai nonhukum (etika, moral, agama) sehingga hukum sebagai
bebas nilai (value free), yang dipositifkan dalam bentuk peraturan dan
bersumberkan dari negara dalam bentuk tertulis.

Teori atau sering juga disebut paham sentralisme hukum (legal
centralism) pada intinya sebagaimana ditulis oleh Satjipto Raharjo
(1995, 1) bahwa sentralisme hukum, pertama-tama melihat hukum
itu sebagai hukum negara (state law) dan tidak lain daripada itu. Di
luar itu, tidak ada hukum lain. Jika terdapat yang lain, kehadirannya
mendapatkan legitimasi dari hukum negara tersebut. Pandangan
seperti itu dianut oleh sistem hukum Hindia Belanda yang berlaku di
Indonesia sebelum kemerdekaan.

Teori sentralisme hukum menjadi salah satu ciri hukum modern
yang menghendaki panggung hukum kodifikasi dan unifikasi. Semua
institusi, termasuk hukum, didominasi oleh negara dan terjadilah
hegemoni hukum negara sehingga hukum dan peradilan asli menjadi
tersingkir. Hukum negara menjadi satu-satunya yang harus diberlaku-
kan di seluruh wilayah negara. Sejalan dengan paham sentralisme
hukum, hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral
metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius
yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex. Implikasinya,
berkembang paham positivisme yang melihat hukum hanyalah
semata-mata undang-undang legal formal yang berlaku (Sulistiyono,
2004, 8).
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Lahirnya pluralisme hukum (legal pluralism) merupakan jawaban
terhadap sentralisme hukum (legal centralism), yaitu suatu paham
yang menyatakan bahwa hukum adalah dan seharusnya merupakan
hukum negara yang berlaku seragam untuk semua orang, berdiri
sendiri, dan terpisah dari semua hukum lain, serta dijalankan oleh
lembaga-lembaga negara tanpa memikirkan keragaman sistem hukum
lain yang hidup berdampingan dan berinteraksi dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara (Reumi, 2014). Terminologi pluralisme
hukum menghendaki pendekatan keberagaman hukum dalam konteks
pluralitas budaya masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan
(archipelago) memiliki modal sosial dan kultural yang kuat. Terdapat
pluralisme budaya, suku, keyakinan, dan sistem nilai yang dapat tum-
buh dan berkembang (Latif, 2011, 17). Keragaman budaya merupakan
konfigurasi budaya (cultural configuration) yang mencerminkan jati
diri bangsa dan secara empirik menjadi unsur pembentuk negara
kesatuan. Kemajemukan tersebut menjadi modal dan kekuatan budaya
yang menggerakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karakteristik dari negara modern yang meliputi adanya teritorial
nasional dan kedaulatan ini mengonsepsikan negara modern sebagai
organisasi formal, kesatuan internal, kedaulatan absolut, dan di atas
semua itu, berada dalam sistem hukum yang tersentralisasi dan
terunifikasi (Fariqun, 2007, 79). Lahirnnya negara dengan doktrin ke-
daulatannya inilah yang kemudian menimbulkan persoalan hubungan
antara negara dan masyarakat (state and civil society). Lahirnya negara
dengan doktrin kedaulatannya serta lahirnya sentralisme hukum dan
unifikasi hukum tidaklah berarti hilangnya atau tidak berlakunya
hukum dan hak-hak anggota masyarakat atau kelompok-kelompok
masyarakat.

Di bidang hukum, lahirnya negara menimbulkan situasi “plu-
ralisme hukum” dalam kehidupan negara. Pluralisme hukum dalam
negara merupakan konsekuensi dari pemberlakukan hukum negara
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di satu pihak dan keberadaan hukum-hukum masyarakat yang hidup,
berkembang, dan dipertahankan oleh kelompok-kelompok masyarakat
dalam negara. Pluralisme hukum sebagai cerminan pluralisme berupa
beberapa tata hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu tata hukum
negara, tata hukum lokal, tata hukum adat, dan tata hukum agama.

Menurut Irianto (2007, 80), pluralisme hukum dalam perkem-
bangannya dipahami sebagai interelasi, interaksi, saling pengaruh,
dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum negara, adat, agama,
dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diaggap sebagai hukum. Konsepsi
pluralisme hukum menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara
berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilannya. Pluralisme
hukum berbeda dengan sentralisme hukum (legal centralism) yang
menggunakam pendekatan hierarki hukum yang menjadi ciri khas
dari positivisme hukum. Pluralisme hukum memandang bahwa semua
hukum adalah sama dan harus diberlakukan sederajat. Pluralisme
hukum menjelaskan hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam
sebuah lingkungan sosial.

Griffiths (1986, 1) mengatakan pluralisme hukum dibedakan
menjadi dua macam, yaitu pluralisme hukum yang lemah (weak legal
pluralism) dan pluralisme yang kuat (strong legal pluralism). Pertama,
pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism) merupakan
bentuk lain dari sentralisme hukum (legal centralism). Alasannya,
meskipun dalam kenyataannya hukum negara (state law) mengakui
adanya sistem-sistem hukum yang lain, tetapi hukum negara tetap
superior dan sistem-sistem hukum yang lain bersifat inferior. Kedua,
pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism) mengacu pada
fakta adanya kemajemukan tatanan hukum dalam semua kelompok
masyarakat yang dipandang sama kedudukannya. Implikasinya,
tidak ada hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih
dominan dari sistem hukum lainnya. Suatu kondisi masing-masing
sistem hukum yang beragam itu otonom dan eksis, tidak tergantung
kepada hukum negara (Warman, 2009, 5).
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Sentralisme hukum memberikan pemahaman hukum sebagai
hukum negara yang berlaku seragam untuk semua orang yang berada
di wilayah yurisdiksi negara tersebut (Jamin, 2011: 104). Artinya,
hanya ada satu hukum yang diberlakukan dalam suatu negara, yaitu
hukum negara. Hukum hanya dapat dibentuk oleh lembaga negara
yang ditugaskan secara khusus. Manakala tidak ada kesepahaman
antara hukum adat dengan hukum positif, negara sebagai pemangku
kekuasaan merasa berhak melakukan pemaksaan terhadap dihor-
matinya hukum positif sehingga segala persoalan di dalam wilayah
negara Republik Indonesia mau tidak mau harus diselesaikan dengan
menggunakan hukum positif milik negara.

Secara faktual, masyarakat hukum adat memiliki wilayah sendiri,
namun juga berada dalam lingkup yang lebih luas, yakni Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, masyarakat hukum
adat memiliki otonomi untuk membuat aturan-aturan, kebiasaan-
kebiasaan, dan sistem-sistem, namun dalam lingkungan kekuatan
hukum lain yang lebih besar yang melingkupinya, yakni kekuatan
yang berasal dari negara.

Moore (2003, 148-150) menggunakan istilah semi-autonomous
social field (lingkungan sosial yang semi-otonom) untuk menun-
jukkan kepada suatu bidang kehidupan sosial yang secara internal
dapat membangkitkan aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan, dan
sistem-sistem, tetapi mudah menjadi sasaran dari aturan-aturan dan
keputusan-keputusan dari kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari
dunia yang lebih luas yang mengelilinginya. Keberadaan kesatuan
masyarakat tradisional merupakan suatu kenyataan sosial. Kesatuan
sosial ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan aturan-aturan,
adat kebiasaan, simbol-simbol yang berasal dari internal. Kesatuan
sosial ini memiliki sarana dan kekuatan untuk memaksa seseorang
taat pada aturan, tetapi kesatuan sosial tersebut berada dalam ke-
satuan sosial yang lebih luas yang dapat memengaruhinya. Realitas ini
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menjadikan otonomi yang dimiliki kesatuan sosial yang lebih kecil itu
dalam membuat, memberlakukan, dan menegakkan aturan berubah
menjadi semi-otonom (autonomous self-regulation).

Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat merupakan wadah
tumbuh dan berkembangnya hukum adat. Kekuatan hidup hukum
adat terletak pada kekuatan hidup pengembannya, yakni kesatuan
masyarakat hukum adat. Dikaitkan dengan pluralisme hukum, hukum
adat dan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pengembannya
merupakan fakta kemajemukan hukum dalam ranah pluralisme
hukum negara atau pluralisme hukum sebagai konsep politik hukum
yang dapat juga disebut sebagai politik pluralisme hukum (Atmaja,
2012, 194).

Eksistensi kemajemukan kesatuan masyarakat hukum adat dalam
konsepsi ini adalah eksistensi de jure karena adanya pengakuan ter-
hadap eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat itu. Pasal
18B ayat (2) UUD Tahun 1945 merupakan wujud konstitusional dari
politik pluralisme hukum dalam pemahaman pengakuan terhadap
kemajemukan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya,
bingkai teoretik dari Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945, yaitu plu-
ralisme hukum. Pluralisme hukum menjadi realitas tak terbantahkan
dalam masyarakat hukum adat di desa adat/pakraman Bali sebab ma-
syarakat hukum adat di Bali mengakui keberlakuan hukum negara dan
sekaligus hukum adat dalam bentuk awig-awig sebagai percerminan
nilai-nilai filosofis masyarakat yang masih hidup di tengah-tengah
masyarakat hukum adat Bali. Artinya di saat bersamaan, terjadi pem-
berlakukan lebih dari satu sistem hukum sehingga dapat dikualifikasi
sebagai realitas pluralisme hukum di Bali.

22 Pecalang: Kearifan Lokal ...



BAB 3 ity
Konstitusionalitas ' =
Masyarakat Hukum Adat

A. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi
Sebelum Perubahan UUD Tahun 1945

Sumber politik hukum pengaturan masyarakat hukum adat dapat
ditemukan dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Dalam
alinea IV Pembukaan UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia”.
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Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam Pembukaan
UUD 1945 tersebut terdapat dua hal penting dalam pembentukan
negara dengan pilihan negara kesejahteraan. Pertama, mengenai
tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah,
kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi
dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, per-
damaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, mengenai dasar negara,
Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil
dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dalam
Putusan MKRI Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No.
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanggal 16 Mei 2013.

Sesuai dengan tujuan dan dasar negara tersebut, negara melalui
penyelenggara negara haruslah bekerja keras untuk mewujudkan
kesejahteraan tersebut. Dalam tujuan negara disebutkan bahwa
“kesejahteraan umum” yang dikaitkan dalam dasar negara untuk
“mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi bangsa Indonesia
tercermin dalam semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila,
yakni Bhinneka Tunggal Ika. Dasar yuridisnya tercantum dalam Pasal
36A UUD 1945 yang menyatakan, “Lambang Negara ialah Garuda
Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Rakyat yang
terdiri atas berbagai golongan dan etnis dengan beragam agama, adat,
dan kebiasaan masing-masing, terlebih lagi rakyat yang telah terben-
tuk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang telah ada sejak
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sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
tetap diakui dan dihormati eksistensi dan hak-hak tradisionalnya.

Sumber politik hukum kesatuan masyarakat hukum adat juga
terdapat dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 UUD 1945
beserta penjelasannya. Menurut Atmaja (2012, 92), politik hukum
pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan bentuk
politik pluralisme hukum sehingga landasan politik pluralisme hukum
berlaku pula sebagai landasan politik hukum pengakuan kesatuan
masyarakat hukum adat. Pada hakikatnya, keberadaan masyarakat
adat telah diakui oleh The Founding Fathers ketika mereka menyusun
UUD 1945. Dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Supomo
mengemukakan Rancangan Undang-Undang Dasar memberikan ke-
mungkinan untuk mengadakan pembagian seluruh daerah Indonesia
dalam daerah-daerah yang besar dan di dalam daerah ada lagi daerah-
daerah yang kecil.

“Panitia mengingat kepada, adanya sekarang kerajaan-kerajaan,
kooti-kooti, baik di Jawa maupun di luar Jawa dan kerajaan-kerajaan
serta daerah-daerah yang meskipun kerajaan tetapi mempunyai status
zelfbestuur. Kecuali dari itu panitia mengingat kepada daerah-daerah
kecil yang mempunyai susunan aseli, yaitu Volksgemeenschappen ialah
daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat seperti misalnya
Jawa: desa, di Minangkabau: nagari, di Pelembang: dusun, lagi pula
daerah kecil yang dinamakan marga, di Tapanuli: huta, di Aceh: kam-
pong, semua daerah kecil mempunyai susunan rakyat, daerah istimewa
tadi, jadi daerah kerajaan (zelfbestuurende landschappen), hendaknya
dihormati dan dijadikan susunannya yang aseli” (Yamin, 1959: 110).

Muhammad Yamin (1959) menyampaikan, “Kesanggupan dan
kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas
tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan
pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa,
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700 nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya,
begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain
sebagainya. Susunan itu begitu kuat sehingga tidak bisa diruntuhkan
oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme dan pengaruh Eropa”
(Bahar, 1995, 18).

Gagasan dari Soepomo dan Mohammad Yamin dikristalisasi
menjadi Pasal 18 UUD 1945, sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Sebelum Perubahan UUD Tahun 1945

Pasal 18 UUD Tahun 1945

Penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945

Pembagian daerah Indonesia
atas daerah besar dan kecil,
dengan bentuk susunan
pemerintahannya ditetapkan
dengan undang-undang,
dengan memandang dan
mengingati dasar permusya-
waratan dalam sistem
pemerintahan negara, dan
hak-hak asal-usul dalam
daerah-daerah yang bersifat
istimewa.

|. Oleh karena Negara Indonesia itu suatu een-
heidsstaat, maka Indonesia tak akan mempu-
nyai daerah di dalam lingkungannya yang bersi-
fat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi
dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan
dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek
dan locale rechtsgemeenschappen) atau
bersifat daerah administrasi belaka, semuanya
menurut aturan yang akan ditetapkan dengan
undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat
otonom akan diadakan badan perwakilan dae-
rah, oleh karena di daerah pun pemerintahan
akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

1. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat
lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen
dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa
dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan
marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-
daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh
karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang
bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia menghormati
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut
dan segala peraturan negara yang mengenai
daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-
usul daerah tersebut.
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Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, diketahui bahwa daerah-
daerah yang bersifat istimewa karena mempunyai susunan asli, terdapat
dua macam, yakni 1) Zelfbesturende landschappen dan 2) Volksgemeen-
schappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dan
dusun dan marga di Palembang. Konsep zelfbesturende landchappen
identik dengan desa otonom (local self government) atau disebut desa
praja yang kemudian dikenal dalam UU No. 19 Tahun 1965 tentang
Desa Praja, yakni desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri. Zelfbesturende landchappen mengikuti asas desentralisasi
(pemberian). Konsep volksgemeenschappen identik dengan kesatuan
masyarakat hukum adat atau menurut orang Bali disebut dengan desa
adat atau self governing community. Volksgemeenschappen mengikuti
asas rekognisi atau pengakuan. Artinya, Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) mengakui keberadaan desa-desa di Indonesia yang
bersifat beragam.

Menurut Manan (1994, 159), pada masa kemerdekaan zelfbes-
turende landschappen dikenal dengan istilah swapraja. Swapraja adalah
persekutuan hukum teritorial asli dengan sifat hukumnya sendiri. Pada
masa Hindia Belanda, keberadaan swapraja berdasarkan perjanjian
khusus, baik dalam bentuk perjanjian pendek maupun panjang. Ber-
dasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) IS, swapraja mempunyai hak
pemerintahan dan memerintah sendiri (zelfbestuur). Peraturan umum
hanya akan berlaku pada mereka sepanjang pemerintahan swapraja
pada dasarnya diatur menurut hukum adat, sepanjang tidak ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, swapraja
adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan
Hindia Belanda.

Mengenai volksgemeenschappen, yang dalam Penjelasan Pasal 18
UUD 1945 (sebelum perubahan) dimaksudkan adalah desa, negeri,
dusun, marga, dan sebagainya. Dalam peraturan perundang-undangan
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Hindia Belanda digunakan istilah Inlandsche gemeenten, yaitu semua
persekutuan hukum teritorial Indonesia asli yang mandiri, kecuali
swapraja. Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan hak-
hak asal-usul adalah susunan rakyat asli. Susunan rakyat asli meru-
pakan karakter daerah-daerah kecil, seperti desa di Jawa, nagari di
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di
Tapanuli, dan gampong di Aceh. Berdasarkan konsep tersebut, daerah-
daerah kecil itu merupakan daerah istimewa, tepatnya merupakan
salah satu daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dalam pandangan Atmaja (2012, 204), daerah-daerah yang
bersifat istimewa itu meliputi 1) Zelfbesturende landschappen atau
daerah swapraja, yakni persekutuan hukum teritorial Indonesia
asli yang mempunyai hak pemerintahan dan memerintah sendiri
(zelfbestuur); dan 2) Volksgemeenschappen atau Inlandschegemeenten,
Doffgemeinschaften, Inheemsche Rechtsgemeenschappen, yakni daerah-
daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli, seperti desa di Jawa,
nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan
kuria di Tapanuli, serta gampong di Aceh.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut, dapat ditarik
pemahaman bahwa Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah
sepakat, di antaranya:

1. Indonesia akan dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil;

2. Pembagian atas daerah besar dan daerah kecil tersebut harus
berdasarkan permusyawaratan;

3. Di samping berdasarkan permusyawaratan, pembagian atas
daerah besar dan daerah kecil tersebut juga harus mengingat
hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa; dan

4. Dalam pembagian daerah harus mengingat daerah-daerah kecil
yang mempunyai susunan asli.
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Memperhatikan empat unsur yang harus dipertimbangkan dalam
menyusun daerah, para The Founding Fathers menghendaki adanya
dua model daerah. Pertama, daerah berdasarkan pembagian dengan
cara permusyawaratan sehingga akan memunculkan daerah-daerah
bentukan baru yang susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
undang-undang. Kedua, daerah-daerah kecil yang sejak semula telah
ada di Indonesia yang susunannya bersifat asli. Artinya, keberadaan
daerah yang memiliki susunan asli tetap diakui dan dipertahankan.
Daerah yang dimaksud tidak lain meliputi dua kategori, yakni kera-
jaan-kerajaan dan kooti-kooti serta masyarakat adat (nagari, marga,
huta, kampong) yang dalam terminologi Supomo dan Yamin dikatakan
memiliki susunan asli (Draf Naskah Akademik RUU Pengakuan dan
Perlindungan Hak Masyarakat Adat).

B. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi
Sesudah Perubahan UUD Tahun 1945

Politik hukum pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat dalam
Konstitusi Sesudah Perubahan UUD Tahun 1945 terdapat dalam Pasal
18B ayat (2) UUD Tahun 1945. Dalam konteks pengemban hukum
adat, yakni kesatuan masyarakat hukum adat, Pasal 18 ayat (2) UUD
Tahun 1945 mengandung politik hukum yang memberi arahan bagi
pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya, termasuk hukum adatnya. Hukum adat umumnya
bentuknya tidak tertulis, tetapi berlaku efektif pada masyarakatnya
karena senantiasa mengakomodasi nilai-nilai yang dianut masyarakat
yang bersangkutan. Betapa pun rumusannya sangat sederhana dan
kurang terperinci, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ketaatan
masyarakat untuk mematuhinya (Sudjito, 2014, 55).

Tabel 2 menunjukkan sumber politik hukum pengakuan terhadap
kesatuan masyarakat hukum adat dalam Konstitusi Sesudah Perubah-
an UUD Tahun 1945.
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Tabel 2. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Sesudah Perubahan UUD Tahun 1945

Ketentuan AEE 2 Substansi Ta.nggung
an jawab
Pasal 18B  Tata Negara mengakui dan menghor- Negara meng-
ayat (2) Pemerin-  mati kesatuan-kesatuan masyarakat akui dan meng-
tahan hukum adat serta hak-hak tradi- hormati.

sionalnya sepanjang masih hidup Selanjutnya,
dan sesuai dengan perkembangan diatur di dalam
masyarakat dan prinsip Negara undang-undang

Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang.

Pasal 28l Hak Asasi  Identitas budaya dan hak masyara-  Negara meng-
ayat (3) Manusia kat tradisional dihormati selaras hormati.
dengan perkembangan zaman dan
peradaban.
Pasal 32 Kebuda- (1) Negara memajukan kebuda- Negara meng-
ayat (1) yaan yaan nasional Indonesia di hormati dan
dan tengah peradaban dunia dengan menjamin
ayat (2) menjamin kebebasan masyara-  kebebasan
kat dalam memelihara dalam masyarakat.
mengembangkan nilai-nilai
budayanya.

(2) Negara menghormati dan
memelihara bahasa daerah se-
bagai kekayaan budaya nasional.

Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 sebagai salah satu landasan
konstitusional masyarakat hukum adat menyatakan pengakuan secara
deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan
dan hak-hak masyarakat adat. Politik hukum pengakuan kesatuan
masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945
memuat empat syarat sebagai berikut: 1) negara; 2) mengakui dan
menghormati; 3) kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya; dan 4) sepanjang masih hidup sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
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Pertama, negara. Nurjaya (2005) mengemukakan bahwa
pemerintah Orde Baru memberi interpretasi sempit dan tunggal atas
terminologi negara (state). Negara pada dasarnya terdiri atas rakyat
dan pemerintah. Selama pemerintahan Orde Baru, negara semata-
mata diartikan sebagai pemerintah (government) saja (Nurjaya, 2005,
227). Pendapat tersebut dapat dipahami karena di antara unsur-unsur
negara terdapat dua subjek, yakni rakyat dan pemerintah. Pendapat
hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 18 UUD Tahun 1945
menunjukkan makna negara meliputi pemerintah pusat dan peme-
rintahan daerah. Sebagai konsekuensi logis dari dianutnya ajaran
otonomi, kekuasaan pemerintahan negara tersebut dilaksanakan oleh
pemerintah (pusat) dan pemerintahan daerah.

Kedua, mengakui dan menghormati. Hal ini merupakan ke-
wenangan dari negara, yakni kewenangan untuk mengakui dan
rnenghormati. Kewenangan, menurut Stroink (2006, 24), berdasarkan
hukum publik bermakna kemampuan yuridis dari badan yang me-
liputi keseluruhan hak dan kewajiban yang terletak pada badan itu.
Wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum yang sah.
Dalam hukum publik, wewenang itu selalu merupakan keseluruhan
dari hak dan kewajiban. Berkaitan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD
Tahun 1945, kewenangan negara adalah mengakui dan menghormati
sebagai dasar bagi negara melakukan tindakan hukum berupa pe-
ngakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang memenuhi persyaratan
tertentu.

Pada prinsipnya, inti dari kaidah pengakuan adalah pemberian
status hukum kepada suatu peraturan dalam sistem hukum negara
yang dengan demikian harus dipatuhi dalam suatu masyarakat hu-
kum tertentu. Dikaitkan dengan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2)
UUD Tahun 1945, pengakuan bermakna pemberian status hukum
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kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya, termasuk hukum adatnya.

Pengakuan dapat juga dipahami dari sudut pandang hak asasi
manusia (HAM) yang mengenal dua bentuk kewajiban negara yang
pokok berdasarkan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
(Kovenan Hak Ekosob), yakni 1) kewajiban untuk bertindak (obliga-
tion of conduct) dan 2) kewajiban akan hasil (obligation of result).
Kewajiban untuk bertindak meliputi 1) kewajiban untuk mengakui
(obligation to recognize); 2) kewajiban untuk mempromosikan (obliga-
tion to promote); 3) kewajiban untuk untuk menghormati (obligation
to respect); 4) kewajiban untuk melindungi (obligation to protect);
dan 5) kewajiban untuk memenuhi (obligation to fulfill). Khususnya,
kewajiban untuk mengakui (obligation to recognize) berarti kewajiban
untuk mengakui hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob)
sebagai HAM (Zen & Hardiyanto, 2007, 26). Berkaitan dengan ke-
satuan masyarakat hukum adat, kewajiban untuk mengakui berarti
kewajiban untuk mengakui hak-hak kesatuan masyarakat adat sebagai
hak asasi manusia.

Dalam pandangan Mahfud MD (2010, 4-6), makna pengakuan
kesatuan masyarakat hukum adat mencakup 1) pengakuan terhadap
kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum; 2) pengakuan
terhadap struktur dan tata pemerintahan adat; 3) pengakuan terhadap
hukum adat; dan 4) pengakuan terhadap hak-hak atas harta benda
adat, termasuk hak ulayat.

Ketiga, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya. Konsep kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 adalah bentuk majemuk
dari kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan yang diwajibkan ke-
pada negara adalah pengakuan terhadap eksistensi kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya
(Syafrudin & Na’a, 2010, 43-44).
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang
Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual
di Provinsi Maluku terhadap UUD Tahun 1945 telah menetapkan kla-
sifikasi dan kriteria kesatuan masyarakat hukum adat sebagai berikut:
pertama, kesatuan masyarakat hukum adat dibedakan atas kesatuan
yang bersifat a) genealogis; b) fungsional; dan c) teritorial. Kedua,
suatu kesatuan masyarakat dapat disebut sebagai kesatuan masyarakat
hukum adat apabila a) masih hidup; b) sesuai dengan perkembangan
masyarakat; c) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan d) ada pengaturan berdasarkan undang-undang.

Menurut Asshiddigie (2011), kesatuan masyarakat hukum adat
sebagai unit organisasi masyarakat hukum adat haruslah dibedakan
dari masyarakat hukum adatnya sendiri sebagai isi dari kesatuan or-
ganisasinya. Chandra (2008, 375) berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan “kesatuan” di depan masyarakat hukum adat adalah simbol
yang menandakan adanya suatu sistem yang bergerak dan mengatur
berbagai unsur suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Penyusun
konstitusi berpandangan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat
berbeda dengan masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ditem-
patkan pada bab berjudul HAM pada Pasal 281 ayat (3) UUD Tahun
1945 yang pengaturannya tidak ditempatkan pada produk hukum
daerah dan tidak membutuhkan pengakuan. Dengan konstruksi tidak
dibutuhkannya pengakuan, masyarakat tradisional tidak memerlukan
berbagai persyaratan-persyaratan sebagaimana kesatuan masyarakat
hukum adat.

Menurut Rahardjo (2005, 21), empat persyaratan dalam Pasal
18B ayat (2) UUD Tahun 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang
hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat.
Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan,
membagi, dan melakukan pengotakan (indelingsbelust) yang semuanya
dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara.
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Wignjosoebroto (2005, 39) menyebutkan empat persyaratan itu, baik
ipso facto maupun ipso jure, akan mudah ditafsirkan sebagai “penga-
kuan yang dimohonkan” dengan beban pembuktian akan masih
eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan
kebijakan untuk mengakui atau tidak secara sepihak berada di tangan
pemerintah pusat.
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BAB4 by
Nilai-Nilai Kearifan Lokal
di Desa Adat (Pakraman) Bali

A

A. Memafhumi Desa Pakraman Bali

Menyebut kata desa di Bali dikenal dua pengertian desa. Pertama, desa
dinas atau desa administratif, yaitu desa sebagai urutan paling bawah
dalam struktur pemerintahan Indonesia. Kedua, desa yang maknanya
desa adat atau Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum
adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata
krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun
dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai
wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus
rumah tangganya sendiri.

Kata kahyangan tiga secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu
kahyangan dan tiga. Kahyangan berasal dari kata hyang berarti suci
yang mendapat awalan ka- dan akhiran -an menunjukkan tempat,
sedangkan tiga artinya tiga. Artinya, tiga tempat suci yang berfungsi
untuk memuja Tri Murthi, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa yang meru-
pakan manifestasi Hyang Widhi Wasa. Kahyangan tiga terdiri atas:
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1. Pura desa, tempat memuja Dewa Brahma (Dewa Pencipta); pura
desa biasanya dibangun di tengah-tengah desa dan pada tempat
yang baik.

2. Pura puseh, tempat memuja Dewa Wisnu (Dewa Pelindung/
Pemelihara); pura puseh dibangun dengan lokasi yang berdekat-
an dengan pantai dan pada tempat yang dianggap baik.

3. Pura dalem, tempat memuja Dewa Siwa (Dewa Pelebur/
Pemralina); pura dalem dibangun di hulun setra (pemakaman).

Keberadaan desa pakraman di Bali jauh lebih dulu ada daripada
desa dinas. Desa pakraman telah ada sejak zaman Bali kuno, yaitu
zaman kerajaan-kerajaan Bali asli. Sementara itu, desa dinas baru ada
setelah Indonesia merdeka. Berikut keterangan yang disampaikan I
Made Rasma selaku Perbekel Desa Marga Dajan Puri (wawancara
8/8/2017): “Desa adat atau desa pakraman itu sudah ada jauh lebih
dulu dari desa dinas. Desa adat sudah ada sejak dulu, tapi belum
namanya desa adat atau desa pakraman itu baru namanya banjar
adat. Kemudian bergabung jadilah desa adat. Kalau desa dinas itu
ada setelah proklamasi”

Syarat utama sebagai sebuah desa pakraman adalah harus
memiliki tri kahyangan atau tiga tempat pemujaan. Tri kahyangan
tersebut meliputi pura puseh, pura bale agung atau pura desa, dan pura
dalem. Desa yang belum memiliki tri kahyangan belum dapat disebut
sebagai desa pakraman. Menurut I Made Rasma, indikasi terbentuknya
desa pakraman harus memenuhi persyaratan. Salah satu yang harus
terpenuhi adalah memiliki tempat pemujaan yang disebut dengan tri
kahyangan. Tri itu tiga, kahyangan itu tempat pemujaan. Istilahnya
disebut tiga tempat pemujaan. Satu, yang disebut kahyangan puseh
atau pusat; dua, kahyangan desa; tiga kahyangan dalem. Itu harus
dimiliki desa pakraman. Jika belum memiliki syarat itu, belum boleh
mendirikan desa adat. Jika belum memenuhi syarat, belum dapat
diakui sebagai desa pakraman oleh pemerintah provinsi. Jika sudah
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memiliki itu, baru diberikan status desa pakraman atau desa adat oleh
Pemerintah Provinsi Bali.

Syarat menjadi suatu desa pakraman secara resmi tertuang dalam
Peraturan Daerah Provinsi Bali. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang
menyebutkan syarat untuk menjadi suatu Desa Pakraman sebagai
berikut:

“Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi
Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan
hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan
kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu
dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya
sendiri”

Sebutan desa adat atau desa pakraman sebenarnya sama.
Awalnya, sebutan di Bali untuk desa adalah desa adat, namun sejak
diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2001 tentang Desa Pakraman, penyebutan desa adat menjadi desa
pakraman. Penyebutan desa pakraman lebih dipilih karena dianggap
lebih mencerminkan kearifan lokal masyarakat Bali. Pakraman berasal
dari kata krama. Kata krama dalam bahasa Sansekerta artinya adalah
perilaku harmonis. Warga Bali sekarang masih biasa menyebut desa
adat dan juga desa pakraman.

B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tri Hita Karana

Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup masyarakat hukum adat
yang beragama Hindu di Bali. Pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai
dalam ajaran Tri Hita Karana sebagai core values memiliki peran vital
sebagai penegas jati diri atau sebagai pengontrol sikap dan tindakan
masyarakat berwatak Bali.
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Desa pakraman sebagai wadah bagi masyarakat hukum adat di
Bali memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konsep Tri Hita Ka-
rana. Tri Hita Karana merupakan tiga hubungan harmonis yang harus
dijalankan manusia untuk mencapai kesempurnaan. Hubungan itu
terdiri dari hubungan manusia dengan Tuhan yang diwujudkan dalam
bentuk bhakti. Hubungan manusia dengan manusia yang diwujudkan
dalam bentuk tresna. Hubungan manusia dengan lingkungan yang
diwujudkan dalam bentuk asih (Astiti, 2010, 12).

Keseimbangan dalam melaksanakan bhakti, tresna, dan asih ini
diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Konsep Tri Hita Karana dija-
dikan landasan filosofis dalam awig-awig. Dengan mengusung konsep
ini, krama diharapkan berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama
Hindu, di antaranya Tat Twam Asi, persaudaraan, keharmonisan, dan
anti-kekerasan dalam hidup bersama.

Masyarakat hukum adat di desa pakraman selalu berusaha bersi-
kap seimbang terhadap alam sekitarnya. Hal ini berdasarkan kesadaran
bahwa alam semesta merupakan sebuah kompleksitas unsur-unsur
yang satu sama lain terkait dan membentuk suatu sistem kesemestaan.
Masyarakat hukum adat di desa pakraman meyakini bahwa nilai dasar
kehidupan adat di Bali adalah nilai keseimbangan (Dharmayuda &
Cantika, 1991, 6). Nilai keseimbangan ini lalu diwujudkan ke dalam
dua hal. Pertama, selalu berusaha menyesuaikan diri dan menjalin
hubungan dengan elemen-elemen alam dan kehidupan yang berada
di sekelilingnya. Kedua, ingin menciptakan suasana kedamaian dan
ketentraman sesama mahluk dan alam karena manusia sebagai salah
satu elemen dari alam semesta.

Masyarakat hukum adat di desa pakraman kemudian menjadikan
kedua hal tersebut sebagai asas dalam kehidupan. Nilai dan asas-asas
ini dipersepsikan ke dalam ajaran filsafat Tri Hita Karana. Menurut
Sudantra (2007, 53), desa pakraman di Bali merupakan masyarakat
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hukum adat dengan ciri khusus berkaitan dengan landasan filosofis
Hindu yang menjiwai kehidupan masyarakat hukum adat di Bali
yang dikenal dengan filosofi Tri Hita Karana. Secara leterlijk, berarti
tiga (tri) penyebab (karana) kebahagiaan (hita), yaitu Ida Sanghyang
Jagatkarana (Tuhan Sang Pencipta), bhuana (alam semesta), dan
manusa (manusia). Tri Hita Karana merupakan faktor signifikan
bagi terwujudnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan
manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya
(Sudjito, 2014, 12).

Pengakuan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum
adat di Bali juga nampak pada Konsideran Perda Bali No. 3 Tahun 2001
tentang Desa Pakraman sebagai berikut: a) bahwa desa pakraman di
Provinsi Bali yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama
berabad-abad, yang memiliki otonomi asli mengatur rumah tangganya
sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat berharga terhadap
kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan, dan b) Desa
pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh
ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat
besar peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya sehingga
perlu diayomi, dilestarikan, dan diberdayakan.

Dalam keyakinan umat Hindu di Bali, kesejahteraan umat manusia
di dunia ini hanya akan dapat dicapai apabila terjadi keharmonisan
hubungan antara unsur-unsur Tri Hita Karana tersebut, yaitu
1. keharmonisan hubungan antara manusia dan Ida Sang Hyang

Widhi Wasa (Tuhan);

keharmonisan hubungan antara manusia dan alam semesta; dan
3.  keharmonisan hubungan antara manusia dan sesamanya.

Suasana harmonis itu secara konkret diterjemahkan dengan
suasana tertib, aman, dan damai (trepti, sukerta, sekala-niskala). Dalam
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kehidupan desa pakraman, penjabaran filosofi Tri Hita Karana itu
diwujudkan dalam tiga unsur pembentuk desa pakraman, yaitu

1. Parhyangan, yaitu adanya kahyangan desa (kahyangan tiga: pura
desa atau bale agung, pura puseh, dan pura dalem) sebagai
tempat pemujaan bersama terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

2. Palemahan sebagai wilayah tempat tinggal dan tempat mencari
penghidupan sebagai proyeksi dari adanya bhuana yang tunduk
di bawah kekuasaan hukum teritorial bale agung;

3. Pawongan atau pakraman, yaitu warga (penduduk) desa pa-
kraman yang disebut krama desa sebagai satu kesatuan hidup
masyarakat Desa Pakraman.

Perda Bali No. 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman secara
eksplisit mengatur parhyangan, palemahan, dan pawongan. Hubungan
antara krama dan Tuhan disebut parhyangan. Kahyangan yang ber-
status kahyangan tiga/kahyangan desa yang berada di wilayah desa
pakraman/banjar pakraman yang di-empon oleh desa pakraman/banjar
pakraman menjadi tanggung jawab, baik secara materiel maupun
imateriel dari krama desa pakraman/krama banjar pengempon, yang
pelaksanaannya diatur dalam awig-awig masing-masing.

Hubungan antar-krama disebut pawongan. Warga yang me-
nempati karang desa pakraman/karang banjar pakraman dan atau
bertempat tinggal di wilayah desa pakraman/banjar pakraman atau
di tempat lain yang menjadi warga desa/banjar disebut dengan krama
desa/krama banjar. Krama desa pakraman/banjar pakraman yang telah
mempunyai ikatan kahyangan tiga/kahyangan desa di wilayah desa pakra-
man/banjar pakraman dan tinggal di wilayah desa pakraman/banjar
pakramanlain di dalam atau di luar kabupaten/kota hanya mempunyai
ikatan pawongan dan palemahan di dalam desa pakraman/banjar
pakraman tempat anggota krama desa/krama banjar tersebut tinggal.
Hak dan kewajiban krama desa pakraman/banjar pakraman diatur
dalam awig-awig desa/banjar pakraman masing-masing.
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Krama desa pakraman/banjar pakraman tetap menjadi anggota
krama desa/banjar pada desa/banjar pakraman tempat asalnya yang
hak dan kewajibannya diatur dalam awig-awig desa/banjar pakraman
tempat asalnya. Krama desa pakraman/krama banjar pakraman di
dalam desa pakraman/banjar pakraman tempat tinggalnya disebut
warga krama desa/banjar pendatang/krama dura desa/’krama dura
banjar. Bagi krama desa/krama banjar pakraman yang bukan ber-
agama Hindu hanya mempunyai ikatan pawongan dan palemahan
di dalam wilayah desa/banjar pakraman yang hak dan kewajibannya
diatur dalam awig-awig desa/banjar pakraman masing-masing.

Parhyangan dan tempat suci, baik bagi umat Hindu maupun
umat lain yang ada dalam wilayah desa pakraman/banjar pakraman,
dijaga bersama-sama oleh seluruh warga/krama dari desa pakraman/
banjar pakraman atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling
menghormati dalam rangka membina rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat Indonesia. Tata cara dan syarat-syarat untuk menjadi
krama desa pakraman/krama banjar pakraman diatur dalam awig-awig
desa pakraman/banjar pakraman masing- masing.

Hubungan krama dengan lingkungan/wilayah desa pakraman/
banjar pakraman disebut palemahan. Palemahan desa pakraman/
banjar pakraman merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum
adat yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan kahyangan
tiga/kahyangan desa. Perubahan palemahan desa pakraman/ban-
jar pakraman dilakukan berdasarkan kesepakatan prajuru desa
pakraman/prajuru banjar pakraman dari desa pakraman/banjar
pakraman yang berbatasan melalui keputusan paruman alit dan
dicatatkan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Menurut I Wayan Supat (wawancara 23/05/2016), dalam sejarah
pada zaman Majapahit, Tri Hita Karana merupakan salah satu dari
delapan belas rahasia sukses pemimpin besar Nusantara Gajah Mada
pada waktu itu. Gajah Mada memasukkan konsep ajaran Tri Hita
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Wacana yang harus diikuti oleh para pemimpin Majapahit untuk
mewujudkan cita-citanya mempersatukan Nusantara. Konsep Tri Hita
Wacana yang dirumuskan oleh Gajah Mada itu kini lebih dikenal
dengan ajaran Tri Hita Karana sebagai sebuah doktrin keselarasan,
keserasian, keharmonisan, dan keseimbangan dalam menata ke-ajek-
an Hindu, khususnya di Bali.

Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup masyarakat Hindu
Bali. Tri artinya tiga, hita artinya harmonis, dan karana artinya
penyebab. Jadi Tri Hita Karana adalah tiga hal yang menyebabkan
hidup harmonis. Maksudnya adalah untuk mendapatkan kehidupan
yang harmonis, manusia harus membangun tiga hubungan yang baik.
Ketiga hubungan tersebut, yaitu parhyangan, pawongan, dan pale-
mahan. Parhyangan adalah menjalin hubungan baik dengan Tuhan,
pawongan adalah menjalin hubungan baik dengan sesama manusia,
dan palemahan adalah menjalin hubungan baik dengan alam semesta.

Tri Hita Karana benar-benar menjadi ruh dari setiap sisi kehidup-
an masyarakat Hindu di Bali. Semua aspek kehidupan masyarakat
Hindu di Bali selalu merupakan perwujudan dari tiga unsur, yaitu
parhyangan, pawongan, dan palemahan, dimulai dari awig-awig se-
bagai aturan atau pedoman perilaku warga desa adat. Isi dari awig-awig
adalah serangkaian aturan atau pedoman hidup bagi warga desa adat
dalam membangun hubungan baik dengan Tuhan (parhyangan),
dengan sesama manusia (pawongan), dan dengan alam (palemahan).

Perspektif Tri Hita Karana juga digunakan apabila terjadi ma-
salah atau pelanggaran di desa adat yang dilakukan oleh warga desa
adat setempat. Keterangan tersebut sebagaimana disampaikan oleh I
Made Suwinaya selaku Ketua Kerta Desa Adat Hanturan Kabupaten
Buleleng (wawancara 10/08/2017), “Dalam menyelesaikan masalah
sengketa adat yang sengketa adat itu kalau di Bali persoalannya itu
meyangkut Tri Hita Karana, jadi hubungan manusia dengan Tuhan,
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manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam.
Dalam menangani sengketa ini berdasarkan awig-awig, dresta”

Pelanggaran atau masalah adat yang terjadi di desa adat, akan
diselesaikan secara adat pula. Pelaku akan dihadapkan kepada bendesa
adat atau kertha desa untuk disidang. Berdasarkan falsafah Tri Hita
Karana, setiap penyelesaian masalah dalam desa adat ditujukan untuk
menciptakan kehidupan yang damai, harmonis. Penyelesaian masalah
di desa adat biasanya lebih mengedepankan perdamaian bukan sanksi.
Apabila sudah diupayakan sedemikian rupa, namun perdamaian itu
tidak tercapai, baru desa adat dipersilakan para pihak yang terlibat
masalah untuk menempuh jalur hukum.

Falsafah Tri Hita Karana juga digunakan ketika membangun
rumah dan lingkungan desa adat. Wilayah rumah dan desa adat
secara umum dibagi menjadi tiga wilayah sesuai falsafah Tri Hita
Karana. Rumah atau desa adat di Bali senantiasa terdapat tempat
untuk parhyangan yang wujudnya dibangun pura dan sanggah,
wilayah pawongan yaitu tempat tinggal warga atau anggota keluarga,
dan palemahan yaitu tanah pekarangan.

Organisasi subak yang bertugas mengurusi masalah air di desa
adat juga dijalankan dengan didasari falsafah Tri Hita Karana, se-
bagaimana disampaikan I Wayan Rideng, Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Panji Sakti Bali (wawancara 11/08/2017) sebagai berikut:
“Tri Hita Karana itu kan wadah untuk mencapai kebahagiaan. Tri Hita
Karana itu kan palemahan, pawongan, parhyangan sehingga dalam
konteks di Bali itu semua mengenal konsep tri atau tiga. Dalam rangka
mendekatkan diri kepada Tuhan, ia melaksanakan sembahyang Tri
Sadya. Tri Sadya itu kan konsepnya oum. Oum itu mencerminkan tiga
dimensi. Makanya orang bicara itu oum sehingga disengaukan menjadi
om. Oum ini menunjukkan kepada tri, kepada Dewa Brahma, Dewa
Wisnu, dan Dewa Siwa. Perwujudannya dalam bentuk apa? Kalau
kita pendekatan kepada Brahma dalam bentuk dupa, kemudian air
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adalah Wisnu. Dalam hal ini, sarananya ada sajen, ada dupa, ada air.
Jadi mengejawantahkan dalam rangka kita menuju tri sehingga dalam
konsep Tri Hita Karana ini bisa dikembangkan dari berbagai ilmu.
Contoh ilmu tentang pertanian, tentang persubakan, ada banyak yang
membedah itu jadi penerapan Tri Hita Karana dalam konteks subak.”

Setiap desa adat mempunyai awig-awig yang berlandaskan
falsatah Tri Hita Karana (tiga dasar kebahagian), yakni parhyangan,
palemahan, dan pawongan. Konsep dasar Tri Hita Karana tersebut bila
dikaji dari konsep dasar dialektika, menunjukkan adanya keselarasan
antara dualisme kosmos (Buwana Agung) dengan dualisme sosial
(Buwana Alit) (Sirtha, 2002, 4).

Dualisme kosmos, sebagaimana diuraikan sebelumnya, meru-
pakan konsep dasar dialektis hukum alam yang memotong secara
vertikal antara kosmos langit dan kosmos bumi dan dalam kaitannya
dengan ajaran Tri Hita Karana. Dualisme kosmos diterjemahkan
dalam konsep hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhannya
sebagai simbol “kelangitan” (parhyangan) dan lingkungan sebagai
simbol “kebumian” (palemahan), sedangkan dualisme sosial yang
memotong secara horizontal antara sosial laki dan sosial perempuan
diterjemahkan dalam konsep hubungan yang harmonis antara manu-
sia dan sesamanya, di mana laki-laki dan perempuan sebagai simbol
manusia sosial (pawongan) (Surpha, 2013, 76).

C. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tri Kaya Parisudha

Tri Kaya Parisudha merupakan salah satu konsep kehidupan yang
berasal dari ajaran Hindu. Tri Kaya Parisudha berasal dari kata tri
artinya tiga, kaya artinya gerak, dan parisudha artinya suci. Jadi, Tri
Kaya Parisudha berarti tiga perbuatan yang suci. Ada tiga perilaku
manusia yang harus disucikan, yaitu berpikir yang bersih dan suci
(manacika), berkata yang benar (wacika), dan berbuat yang benar
(kayika). Jadi, Tri Kaya Parisudha adalah sebuah upaya pembersihan/
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penyucian atas tiga perbuatan/perilaku kita (Budiarta & Krismayani,
2014, 74).

Menurut I Wayan Supat selaku Bendesa Penglipuran, Kubu,
Kabupaten Bangli (wawancara, 23/05/2016), masyarakat yang tinggal
dalam wadah desa pakraman memiliki dua prinsip hidup sebagai ciri
khas masyarakat Bali, yakni Tri Hita Karana dan Tri Kaya Parisudha.
Awig-awig itu merupakan aturan adat, desa adat itu punya falsafah
hidup atau landasan konsep, landasan operasional, namanya Tri Hita
Karana dan dalam perilaku ada ajaran Tri Kaya Parisudha. Konsep
Tri Hita Karana yang menjadi landasan operasional desa adat itu
dijabarkan dan dituangkan dalam awig-awig sehingga jiwa atau
kerangka dasar dari awig-awig itu terdiri dari Tri itu tiga; Hita itu
harmoni, bahagia, seimbang; Karana itu penyebab. Jadi, kerangka
dasar pertama itu menjabarkan tentang konsep parhyangan, hubungan
manusia dengan Tuhan. Konsep yang kedua itu pawongan, wong, jadi
interaksi manusianya. Yang ketiga, palemahan, hubungan manusia
dengan alam sekitar. Kalau Tri Kaya Parisudha itu Tri berarti tiga; Kaya
bararti perbuatan atau perilaku; Parisudha berarti upaya penyucian.
Jadi, Tri Kaya Parisudha artinya tiga perilaku manusia yang harus
disucikan, yaitu berpikir yang bersih dan suci (manacika), berkata
yang benar (wacika), dan berbuat yang jujur (kayika).

Manusia dalam melakoni kehidupannya harus diimbangi dengan
aspek emosional dan aspek spiritual sehingga melahirkan pribadi-
pribadi yang mampu menembus fakta dan kebenaran yang hakiki.
Tujuan hidup ini bukan semata-mata untuk mengejar material atau
benda-benda duniawi yang semuanya sifatnya semu, tetapi kita harus
dapat menggunakan hati kita yang paling dalam untuk merasakan apa
yang ingin kita rasakan sebagai tujuan hidup kita yang sejati, yaitu
kebahagiaan yang sejati/abadi atau kebahagiaan rohani.

Tujuan hidup yang paling hakiki adalah kebahagian abadi yang
hanya bisa dirasakan oleh hati kita yang paling dalam yang ada dalam

Nilai-Nilai Kearifan ... 45



diri kita, bukan oleh pikiran kita yang selalu menginginkan kebahagian
jasmani (semu). Dalam pencapaian tujuan hidup ini, masyarakat adat
Bali menggunakan pedoman hidup yang bersumber pada ajaran nilai-
nilai Tri Kaya Parisudha dan Tri Hita Karana. Tri Kaya Parisudha,
yaitu tiga dasar prilaku manusia yang suci, yaitu pikiran yang suci,
perkataan yang baik/suci, dan perbuatan yang baik/suci dan Tri Hita
Karana, yaitu memelihara hubungan yang harmonis antar-sesama,
hubungan dengan lingkungan, dan hubungan dengan Tuhan; maka
manusia akan mampu mencapai kecerdasan spiritual, kecerdasan
emosional, dan kecerdasan intelektual sempurna (Palguna, 2007, 15).

Setiap umat manusia merupakan makhluk termulia, hendaknya
menjalankan tiga aktivitas suci tersebut sehingga kemuliaan sebagai
manusia tetap terjaga. Adanya tiga aktivitas tersebut diharapkan dapat
saling menghargai antar-sesama, perdamaian, kerukunan, kebaha-
giaan, dan segala hal yang baik terwujud di masyarakat (Asmariani,
2012, 3).

Penerapan ajaran Tri Kaya Parisudha dalam kehidupan berma-
syarakat dapat dijalankan secara utuh. Untuk menyucikan pikiran,
perlu memperbaiki pandangan terlebih dahulu. Untuk memperbaiki
pandangan, diperlukan pemahaman yang baik dan mencukupi tentang
falsafah ajaran agana yang dapat dipelajari dari kitab suci sehingga
mempercepat proses menuju tujuan akhir. Ajaran Tri Kaya Parisudha
dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Penyucian Pikiran (Manacika)
Tiga macam implementasi pengendalian pikiran dalam usaha
untuk menyucikannya disebutkan di dalam Saracamuscaya, di
antaranya a) tidak menginginkan sesuatu yang tidak layak atau
halal; b) tidak berpikiran negatif terhadap makhluk lain; dan c)
tidak mengingkari Hukum Karma Phala.
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2. Penyucian Perkataan (Wacika)
Terdapat empat macam perbuatan melalui perkataan yang patut
dikendalikan, yaitu a) tidak suka mencaci maki; b) tidak berkata-
kata kasar pada siapa pun; c) tidak menjelek-jelekan, apalagi
memfitnah makhluk lain; dan d) tidak ingkar janji atau berkata
bohong.

3. Penyucian Perbuatan Fisik dan Perilaku (Kayika)
Terdapat tiga hal utama yang harus dikendalikan, yaitu a) tidak
menyakiti, menyiksa, apalagi membunuh-bunuh makhluk lain;
b) tidak berbuat curang sehingga berakibat merugikan siapa saja;
dan c) tidak berzina atau yang serupa itu.

Penanaman nilai-nilai Tri Kaya Parisudha (berpikir, berkata, dan
berbuat yang baik) tidak serta merta hanya di lingkungan sekolah saja,
melainkan harus dimulai dari keluarga peserta didik, termasuk juga
lingkungan masyarakat. Menanamkan nilai-nilai Tri Kaya Parisudha
tidak dapat dilakukan hanya sekadar dengan tutur kata saja, namun
juga harus menjadi tauladan. Peranan landasan pendidikan religius,
khususnya dalam agama Hindu, sangat berperan penting dalam
proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mencetak generasi
masyarakat hukum adat di desa pakraman Bali yang berbudi luhur
(Wibawa, 2016, 6).

Berdasarkan paparan sebelumnya, terdapat nilai-nilai filosofis
fundamental yang hidup dalam kesatuan masyarakat hukum adat
di desa adat (pakraman) Bali, yakni Tri Hita Karana dan Tri Kaya
Parisudha. Pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai dalam ajaran Tri
Hita Karana dan Tri Kaya Parisudha sebagai core values memiliki
peran vital sebagai penegas jati diri kesatuan masyarakat hukum adat
Bali. Tri Hita Karana sebagai filsafat kehidupan memberikan pedoman
hidup bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis, manusia
harus membangun tiga hubungan yang baik, yaitu parhyangan adalah
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menjalin hubungan baik dengan Tuhan, pawongan adalah menjalin
hubungan baik dengan sesama manusia, dan palemahan adalah
menjalin hubungan baik dengan alam semesta.

Pedoman fundamental lainnya, yakni nilai-nilai Tri Kaya
Parisudha yang berarti tiga dasar prilaku manusia yang suci, yaitu
berpikir yang bersih dan suci (1manacika), berkata yang benar (wacika),
dan berbuat yang benar (kayika). Tri Kaya Parisudha merupakan
patokan perilaku bagi kesatuan masyarakat hukum adat di desa pakra-
man sebagai sebuah upaya pembersihan/penyucian atas tiga perbuatan
manusia. Penerapan keseimbangan dalam melaksanakan ketiga
hubungan tersebut diwujudkan dalam perilaku sehari-hari dengan
berpedoman pada awig-awig. Pada prinsipnya, nilai dasar kehidupan
adat di Bali adalah nilai keseimbangan (balance).

Dalan konteks kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat
hubungan yang seirama antara nilai-nilai filosofis yang hidup dalam
kesatuan masyarakat hukum adat dengan nilai-nilai filosofis Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai filosofis fundamental yang
hidup dalam kesatuan masyarakat hukum adat di desa adat (pakra-
man) Bali, yakni Tri Hita Karana dan Tri Kaya Parisudha yang sesuai
dengan nilai-nilai filosofis Pancasila. Dalam pandangan Kaelan (1996,
56), nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya
terkandung pula nilai-nilai yang lain secara lengkap dan harmonis,
baik nilai materiel, nilai vital, nilai kebenaran/kenyataan, nilai estetis,
nilai etis/moral, maupun nilai religius. Hal ini dapat terlihat pada
susunan sila-sila Pancasila yang sistematis-hierarkis, dimulai dari sila
pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa’, sampai dengan sila kelima,
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hubungan yang erat antara nilai-nilai filosofis dalam kesatuan
masyarakat hukum adat di desa adat (pakraman) Bali dengan nilai-
nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan bagi masyarakat Indonesia
terlihat jelas dalam perumusan semboyan bangsa Indonesia, yakni
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Bhineka Tunggal Ika. Menurut I Wayan Supat (wawancara 23/05/2016),
semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa berasal
dari bahasa Sansekerta yang berarti berbeda-beda sebutan Beliau,
tetapi tidak ada Tuhan yang banyak atau yang kedua, Beliau hanya
satu Sang Hyang Widhi. Semboyan ini untuk menyatukan sekte-sekte
yang ada di agama Hindu agar satu sekte tidak merasa yang paling baik
dan lainnya lagi yang paling benar sehingga ada toleransi. Dalam Pasal
36A UUD Tahun 1945 diatur bahwa Lambang Negara ialah Garuda
Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka
Tunggal Ika berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua” yang dapat
juga diartikan persatuan dalam perbedaan sebagai moto resmi Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
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Desa Pakraman sebagai Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat Bali

A. Mengenal Konsep Masyarakat Hukum Adat

Konsep kesatuan masyarakat hukum adat berakar pada konsep
masyarakat hukum. Istilah masyarakat hukum merupakan alih ba-
hasa dari istilah bahasa Belanda rechtsgemeenschappen, yang dalam
kepustakaan ilmu hukum disebut masyarakat hukum adat. Istilah
masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum
adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akade-
mis. Sementara itu, istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim
diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan nonhukum
yang mengacu pada kesepakatan internasional, seperti Deklarasi PBB
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nation Declaration on the
Rights of Indegenous People) pada tahun 2007 (Taqwaddin, 2010, 36).

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan
oleh Cornelius van Vollenhoven. Haar sebagai murid dari Cornelius
van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat
hukum adat dengan menyatakan corak umumnya sebagai berikut,
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“Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga,
maka tampaklah di matanya di lapisan bagian bawah yang amat lu-
asnya, suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan yang bertalian
satu sama lain; terhadap alam yang tak kelihatan mata, terhadap dunia
luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah-laku
sedemikian rupa sehingga untuk mendapatkan gambaran yang se-
jelasnya gerombolan tadi dapat disebut masyarakat hukum (rechtsge-
meenschappen)” (Haar, 1979, 27).

Secara singkat, Ter Haar merumuskannya sebagai, “gerombolan
yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula
kekayaan sendiri rupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata”
Soemadiningrat (2002, 114) memahami pengertian masyarakat hukum
adat dari Ter Haar itu sebagai sekumpulan orang yang teratur, bersifat
tetap, serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus
kekayaan tersendiri berupa benda-benda, baik yang terlihat maupun
yang tidak terlihat.

Hazairin memahami masyarakat-masyarakat hukum adat, seperti
desa di Jawa, marga di Sumatra Selatan, nagari di Minangkabau, kuria
di Tapanuli, dan wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan
kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk
sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan
penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama
atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Hazairin, 1981, 63).

Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat hu-
kum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum
adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena
kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Alting, 2010,
31). Dalam bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan
persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang

Pecalang: Kearifan Lokal ...



bersifat territorial dan geneologis. Masyarakat hukum atau persekutuan
hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang
anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman
tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan mau-
pun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh
leluhur. Sementara itu, suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di
mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama
dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena perkawinan atau
pertalian adat disebut persekutuan hukum yang geneologis (Hadiku-
suma, 2003, 108-109).

Eksistensi kemajemukan hukum adat beserta pengembannya
dapat juga dipahami dari lingkungan hukum adat beserta kukuban-
nya karena kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berhubungan
erat dengan lingkungan hukum adat. Tanpa adanya kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat, hukum adat tidak akan dapat bertahan hidup.
Mengenai hal ini, Soepomo (2003, 49) mengemukakan, .. apabila
hukum adat itu maju menuju kepada kehidupan sendiri maka segala
sesuatu itu disebabkan oleh kekuatan mempertahankan serta kekuatan
hidup dari badan-badan persekutuan hukum Indonesia sendiri. Semua
badan-badan persekutuan hukum dalam suasana kerakyatan harus
dikemukakan dalam tiap-tiap uraian tentang hukum adat dari sesuatu
lingkaran hukum (rechtskring).”

Suatu daerah yang secara garis-garis besar, corak, dan sifat hukum
adat adalah seragam, oleh van Vollenhoven disebut rechtskring atau
dalam bahasa Indonesia disebut lingkaran hukum. Sebutan lainnya
adalah lingkungan hukum adat, daerah hukum adat, dan wilayah hu-
kum adat (Soepomo, 2003, 17). Lingkungan-lingkungan hukum adat
beserta kukuban-kukuban hukum (rechtsgouw) atau sublingkungan
hukum adat dan pembagian lebih lanjut kukuban-kukuban hukum
(Soekanto, 2010, 19-20) sebagai berikut.
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Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu)
Tanah Gayo, Alas, dan Batak

a. Tanah Gayo (Gayo lueus)

b. Tanah Alas

c. Tanah Batak (Tapanuli)

1) Tapanuli Utara; Batak Pakpak (Barus), Batak karo,
Batak Simelungun, Batak Toba (Samosir, Balige,
Laguboti, Lumbun Julu)

2) Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), An-
gkola, Mandailing (Sayurmatinggi)

3) Nias (Nias Selatan)

Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh

Kota, tanah Kampar, Kerinci)

Mentawai (Orang Pagai)

Sumatra Selatan

a. Bengkulu (Renjang)

b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Geding-
tataan, Tulang Bawang)

c. Palembang (Anak lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemabh,

Semendo)
d. Jambi (Batin dan Penghulu)
e. Enggano

Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatra Timur, Orang
Banjar)

Bangka dan Belitung

Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir,
Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan,
Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayat
Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Da-
num, Dayak Penyambung Punan)

Gorontalo (Bolaang Mongondow, Suwawa